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NOMOR PM 12 TAHUN 2019
TENTANG

PELINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG

Menimbang

Mengingat

DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk memberikan keselamatan, keamanan,
kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan terhadap
penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk
kepentingan masyarakat membutuhkan adanya
kepastian hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Pelindungan Keselamatan
Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk

Kepentingan Masyarakat;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

-2

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PELINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR
YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain
kendaraan yang berjalan di atas rel.

2. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang,
penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat
yang menyediakan, mengelola, dan/atau
mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna
Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau
keperluan pihak lain.

3. Perusahaan Aplikasi adalah Penyelenggara Sistem
Elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis
teknologi di bidang transportasi darat.

4. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Sepeda

Motor di jalan dan telah memiliki surat izin mengemudi.
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Pengguna Sepeda Motor adalah Pengemudi dan
Penumpang Sepeda Motor.

Penumpang adalah orang yang berada di Sepeda Motor
selain Pengemudi.

Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua
dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau
tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda
tiga tanpa rumah-rumah.

Rumah-rumah adalah bagian dari Sepeda Motor yang
berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik
untuk orang maupun barang.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu
lintas dan angkutan jalan.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
melaksanakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan

jalan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan

pelindungan keselamatan bagi penggunaan sepeda motor

yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang

dilakukan:
a. dengan aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
b. tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi.
BAB II
JENIS DAN KRITERIA
Pasal 3
(1) Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan

masyarakat meliputi:

a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa
rumah-rumah;

b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa

kereta samping; atau

www.peraturan.go.id



2019, No.266

(2)
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c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-
rumah.
Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk
kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memenuhi aspek:
keselamatan;

a.
b. keamanan;

o

kenyamanan;

o

keterjangkauan; dan

e. keteraturan.

Pasal 4

Pemenuhan aspek keselamatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

Pengemudi dalam keadaan sehat;

Pengemudi menggunakan kendaraan bermotor dengan
Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang masih berlaku;
Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi C;

Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi D untuk
mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang
disabilitas;

Pengemudi mematuhi tata cara berlalu lintas di jalan;
Pengemudi tidak membawa Penumpang melebihi dari 1
(satu) orang;

pengemudi menguasai wilayah operasi;

Pengemudi menggunakan kendaraan yang memenuhi
persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Pengemudi melakukan pengecekan terhadap kendaraan
yang akan dioperasikan;

Pengemudi melakukan perawatan kendaraan sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam buku
perawatan yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merek;
Pengemudi mengendarai Sepeda Motor dengan wajar dan
penuh konsentrasi;

Pengemudi:
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1. memakai jaket dengan bahan yang dapat
memantulkan cahaya disertai dengan identitas
pengemudi;

menggunakan celana panjang;

menggunakan sepatu,;

menggunakan sarung tangan; dan

SR S

membawa jas hujan; dan
Pengemudi dan Penumpang menggunakan helm standar

nasional Indonesia.

Pasal 5

Pemenuhan aspek keamanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yaitu berupa larangan

membawa senjata tajam bagi Pengemudi dan Penumpang

Sepeda Motor.

Bagi penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk

kepentingan masyarakat dengan aplikasi untuk

memenuhi persyaratan aspek keamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Perusahaan

Aplikasi paling sedikit harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

a. mencantumkan identitas Penumpang yang
melakukan pemesanan melalui aplikasi;

b. identitas pengemudi dan Sepeda Motor yang
tercantum dalam aplikasi harus sesuai dengan
pengemudi dan sepeda motor yang melayani;

c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor
dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai
dengan data di aplikasi atau sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan
di dalam aplikasi; dan

f.  melengkapi aplikasi dengan fitur tombol darurat

(panic button) bagi Pengemudi dan Penumpang.
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